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ABSTRAK

Rasyid Rizani, NIM. 230311020027, Integrasi Aspek Keadilan Dalam Putusan Harta
Bersama dan Kewarisan di Pengadilan Agama, Pembimbing I Prof. Dr. H.
M. Hanafiah, M.Hum, dan Pembimbing II Prof. Dr. Hj. Wahidah., M.H.I.,
Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kkunci: Keadilan moral; keadilan hukum; keadilan sosial; harta bersama;
kewarisan Islam; ijtihad hakim; hukum progresif; hukum sebagai alat rekayasa sosial;
Pengadilan Agama Indonesia.

Penelitian ini menganalisis integrasi konsep keadilan moral, hukum, dan sosial
dalam putusan perkara harta bersama serta kewarisan di Pengadilan Agama Indonesia.
Fokus utama kajian terletak pada dilema hakim dalam menyelaraskan kepastian hukum
normatif dengan tuntutan keadilan substantif yang berkembang di masyarakat.
Problematika ini muncul ketika penerapan aturan baku, seperti pembagian harta
bersama secara rata atau pembatasan hak waris bagi non-Muslim, dianggap belum
memenuhi rasa keadilan moral dan sosial dalam kasus-kasus spesifik. Oleh karena itu,
penelitian ini menekankan pentingnya terobosan hukum, seperti pemberian wasiat
wajibah melalui putusan hakim semakin dikembangkan. Tulisan juga menawarkan
sebuah rumusan matematika sederhana tentang cara menghitung porsi keadilan
berimbang dalam mewujudkan keadilan yang komprehensif dalam konteks hukum
Islam kontemporer di Indonesia.

Secara teoritik, penelitian ini mengintegrasikan pandangan keadilan dari
perspektif filsafat Barat dan Islam, mencakup teori keadilan klasik Plato dan
Aristoteles yang menitikberatkan pada harmoni dan proporsionalitas, teori keadilan
sosial John Rawls yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan distributif, serta
pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali yang memandang keadilan sebagai keseimbangan
antara moralitas individu dan kemaslahatan sosial. Ketiga dimensi keadilan tersebut
dioperasionalisasikan dalam kerangka teori berlapis: Grand Theory berupa teori
Negara Hukum yang meliputi teori kewenangan dan perlindungan hukum; Middle
Range Theory meliputi teori hak dan kewajiban; serta Applied Theory berupa teori
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, filsafat, dan kasus (kasus konkret putusan Pengadilan Agama).
Analisis data menitikberatkan pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan
norma hukum positif dalam konteks keadilan substantif melalui ijtihad dan metode
penemuan hukum yang responsif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, integrasi tiga aspek
keadilan sering kali menuntut fleksibilitas interpretasi hukum, bahkan membuka ruang
bagi putusan contra legem apabila norma positif dipandang tidak mencerminkan nilai
keadilan substantif. Hakim berperan sebagai moral agent sekaligus social engineer
yang berfungsi menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial dan moral
masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya mengharmonisasikan keadilan
moral, hukum, dan sosial merupakan esensi dari ijtihad hakim dalam mewujudkan
keadilan hukum Islam yang komprehensif dan kontekstual di Indonesia.
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This research analyzes the integration of moral, legal, and social justice
concepts within court decisions concerning marital assets and inheritance at the
Indonesian Religious Courts. The study focuses on the judicial dilemma of aligning
normative legal certainty with the demands of substantive justice evolving within
society. This problematic gap arises when the application of standard regulations—
such as the equal division of marital property or the exclusion of non-Muslim heirs—is
deemed insufficient in satisfying moral and social justice in specific cases.
Consequently, this study emphasizes the importance of legal breakthroughs, such as
the expanded application of wasiat wajibah (mandatory legacy) through judicial
discretion. The paper also proposes a simple mathematical formula for calculating the
proportions of balanced justice to achieve comprehensive justice within the context of
contemporary Islamic law in Indonesia.

Theoretically, this research integrates justice perspectives from both Western
and Islamic philosophy, encompassing the classical theories of Plato and Aristotle
which emphasize harmony and proportionality; John Rawls' theory of social justice
which highlights principles of equality and distributive justice; and the thought of Al-
Farabi and Al-Ghazali, who view justice as a balance between individual morality and
social welfare (maslahah). These three dimensions of justice are operationalized within
a layered theoretical framework: the Grand Theory consists of the rechtsstaat theory,
which encompasses the theories of authority and legal protection; the Middle Range
Theory includes the theory of rights and obligations; and the Applied Theory
comprises the theories of justice, utility, and legal certainty.

The research employs a normative legal method with statutory, philosophical,
and case approaches, focusing on concrete decisions of the Religious Courts. Data
analysis emphasizes how judges interpret and apply positive legal norms in the context
of substantive justice through ijtihad and responsive methods of legal reasoning.

The findings indicate that, in practice, the integration of the three aspects of
justice often requires flexible legal interpretation and may even open space for contra
legem decisions when positive norms are deemed not to reflect substantive justice.
Judges function as both moral agents and social engineers, tasked with balancing legal
certainty with the social and moral justice of the community. The study concludes that
the effort to harmonize moral, legal, and social justice constitutes the essence of
judicial ijtihad in realizing a comprehensive and contextually grounded Islamic legal
justice in Indonesia.
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